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KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN

NOMOR : '# / roos /Kep-DPRD/V/2016

TENTANG
REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN TERHADAP
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ))
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2015

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

Menimbang : a. bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan
' Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD dalam

pelaksanaan tugas desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum
pemerintahan;

- . b. bahwa terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala
. Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan pembahasan
oleh Panitia Khusus;

c. bahwa hasil pembahasan terhaélap Laporan  Keterangan
Pertanggungjawaban (LKP]) Akhir Tahun Anggaran 2015 oleh DPRD
Kota Medan adalah rekomendasi berupa catatan-catatan strategis
yang berisikan saran, masukan, dan atau koreksi terhadap

penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan, dan tugas
umum pemerintahan;

d. bahwa catatan-catatan strategis sebagaimana dimaksud pada huruf ¢
diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Daerah

Kota Medan;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

. Tahun 1945;
N 2. Undang-Undang Drt Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Utara Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973
tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581};

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45?86);

‘

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendarahan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat , Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggara Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggara
Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi
dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 89); &
)

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang '!"'ahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21);
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Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman

Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 5104);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang,
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 ‘Tahun 2009 tentang Urusan
Pemerintahan Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun
2009 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota
Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 2);

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Kota Medan Tahun 2006-2025;

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Struktur Organisasi Perangkat Daerah;

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Medan Tahun 2011-2031
(Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 13);

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 14 Tahun 2011 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Medan Tahun 2011-2015; "

“
Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2015 tanggal 31
Desember 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2016;

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor
171/ 3749 /Kep-DPRD/2015, Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Medan:



Membaca ¢+ 1. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKP]) Akhir Tahun
Anggaran 2015, yang disampaikan oleh Kepala Daerah dalam Rapat
Paripurna DPRD Kota Medan tanggal 11 April 2016.

2. Laporan Panitia Khusus Pembahasan Tentang Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKP]) Akhir Tahun Anggaran 2015 dalam
Rapat Paripurna DPRD Kota Medan Tanggal 10 Mei 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN
TENTANG REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN TERHADAP LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) AKHIR TAHUN ANGGARAN 2015.

KESATU : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Terhadap
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKP]) Akhir Tahun
Anggaran 2015 merupakan lampiran yang tidak dapat dipisahkan dari
keputusan ini dan disampaikan kepada Walikota Medan untuk ditindak
lanjuti dalam perbaikan penyelenggaraan Pemerintah Daerah ke depan.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan kembali jika
ternyata dikemudian hari terdapat kesalah&n dan atau kekeliruan dalam
keputusan ini.

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : 40 Mei2016

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN
Ketua,

HENRY JHON HUTAGALUNG, SE, SH, MH

Tembusan ;

Walikota Medan

Pimpinan DPRD Kota Medan

Ketua Badan Musyarawah DPRD Kota Medan

Ketua Badan Anggaran DPRD Kota Medan

Ketua-Ketua Komisi DPRD Kota Medan

Ketua Badan Pembentukan Perda DPRD Kota Medan

Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Medan

Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kota Medan .
. Sekretaris DPRD Kota Medan W
0. Pertinggal.
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